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KOI\{ISI PEMILIIIAN UM['M
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMIJM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 40/KptVKPU-Kab- 012.3295121201 5

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENTJHI SYARAT

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

: a. bahwa untuk melaksanakan ketetntuan Pasal 17 Ayat (3) dan Ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan kententuan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25lKptVKPU-Kab-012'329512/

2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati

dan Wfil BuPati Wonogiri Tahun 2015;

Mengingat :l

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan

Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahuna 2015.

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembennrkan Provinsi

Jawa Tengah ( Himpunan Peraturan-Peratwan Negara Tahun 1950 );

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nonor 4801) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 I tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (I*mbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan kmbaran Negara

Republik tndonesia Nomor 5189);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 15 Tahrn 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor l0l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemw, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (

Lembaran Negara Republik lndonsia Tahun 2015 Nomor 23

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) ,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nornor I Tahrm 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5678 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (

Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 5'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5272 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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ll Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Seketariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenA(ota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umurn Provinsi, dan Seketariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /

Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/I(ota, Pembentukan dan tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4 dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati seda

Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tenlang

Pencalonan Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

10/Kpts/KPU-Kab-012.329512412015 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

Tahun 2015:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

25lKptVIGU-Kab-012.3295124/2015 tentang Pedoman Teknis Tata

Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015

Berita Acara Model BA.I-KWK Perseorangan tentang Hasil Penelitian

Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

tanggal 15 Juni 2015.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN BTJPATI DAN

WAKIL BUPATI WONOGru TAHUN 2015,

Hasil Penelitian Administrasi dan kesesuaian terhadap jumlah minimal

dukungan dan persebarannya yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy

dinyatakan tidak sesuai, dan Komisi Pemilihan Umum mengembalikan

dokumen dukungan kepada pasangan calon ;

Pasangan Calon Peneorangan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015, atas nama :

l. Calon Bupati :Drs. BUDISENO, MM

2. Calon Wakil Bupati : BRIGJEN TNI MARINIR ( PURN ) GIYARTO

Dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal I 5 Juni 20 I 5

UMUM
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